
 
 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

NOMOR  58 TAHUN 2020 

 
TENTANG  

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 21 

TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan umum yang lebih 

efektif dan efisien serta sejalan dengan praktek bisnis yang 
sehat serta tidak mencari keuntungan, telah diterbitkan 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 
tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah 
Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Provinsi Jawa Tengah;  

  b. bahwa dengan adanya perubahan keadaan terutama 

berkaitan dengan inflasi dan kondisi masyarakat, maka 
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a perlu 
ada penyesuaian tarif pelayanan, oleh karena itu perlu 

adanya perubahan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat 

berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan 
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 
Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa 

Tengah; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 92); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4355); 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5072); 



 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 

5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor Seri E 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 7); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum 
Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa TengahTahun 2008 Nomor 
8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 14); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang 
Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 9); 

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 

tentang Jasa Pelayanan Pada Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 
Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 5); 

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2017 
tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah 

Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2017 Nomor 21); 
 
 

 
 

 
 
 

 



MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 21 TAHUN 
2017 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN 

UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH 
SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. 

 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 
2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah 

Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, 
diubah menjadi sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 

berikut: 

 
 

Pasal 3 

 
(1)  Peraturan Gubernur ini menetapkan tarif pelayanan pada : 

a. RSUD Dr.Moewardi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; 

b. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II; 

c. RSUD Tugurejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; 

d. RSUD Kelet sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; 

e. RSJD Dr. Amino Gondohutomo sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran V; 

f. RSJD Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; 

g. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
VII; 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 
 

(2) Direktur dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis 

layanan  baru yang belum ditetapkan tarifnya. 
 

(3) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan sejak 

ditetapkan. 

 

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) ditambahkan satu jenis pelayanan, sehingga 

keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : 
 
Pasal 9 

 
(1) Pelayanan penunjang medis sebagaimanadimaksud dalam dalam Pasal 8 

ayat (1) merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis. 
 
 

 
 

 



(1) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi : 

a. pelayanan laboratorium; 

b. pelayanan radiodiagnostik; 

c. pelayanan diagnostik elektromedis; 

d. pelayanan diagnostik khusus; 

e. pelayanan rehabilitas medis; 

f. pelayanan darah; 

g. pelayanan farmasi; 

h. pelayanan gizi; 

i. pemulasaraan jenazah; 

j. pelayanan kedokteran nuklir;dan 

k. pelayanan penunjang medis lainnya. 

 

(2) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dikategorikan atas: 

a. pelayanan sederhana; 

b. pelayanan kecil; 

c. pelayanan sedang;dan 

d. pelayanan khusus. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah ProvinsiJawa 

Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 

Padatanggal  29 Desember 2020 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 
ttd 

 

GANJAR PRANOWO 

Diundangkan di Semarang  

Pada tanggal   29 Desember 2020 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
           JAWA TENGAH, 

        
 

ttd 

 
      PRASETYO ARIBOWO 

 
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 58 


